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RETRIBUSI PRLAYANAN KESEHATAN HEWAN
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WALIKOTA KUPANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas, menci ptakan
rasa aman bagi masyarakat dan menghindari kerugian
ckonomis bagi pemilik ternak/hewan serta menjamin
kelancaran lalu lintas hewan/ternak, maka perlu adanya
tindakan pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan kepada
pribadi atau badan pemilik hewan/tetnak;

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tindakan pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan serta
sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka pf’:riu dilaksanakan
pemungutan retribusi bagi pribadi atau badan pemilik
hewan/ternak; ‘

bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi yang
dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
T4mbahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2824); '

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidara (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Nomor 3209);

Undang-undang Nomor S Tahun 1996 tentang Pembentukan -

Kotamadva Daerah Tingkat Il Kupang (Lembaran Megara
famin iYYo NOMOL 43, lambanan Lemuaran Negara NOmMOT

3633)%
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Undang-undang Nomor i8 Tahun 1997 tentang Pzjak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3686); sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048); .

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daeran (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, T ambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Noraor 4 Tahun 1997 tentang
penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Dacran;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan, Bentuk
Rancangan Uundang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997

tenlang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menterj Dalam Neégeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedomnan Tata cara Pemungutan Retribt_;si Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001

tentang Penyusunan dan Materi Muatau Produk-produk Hukum
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;

i5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dan
Lembaga Tehnis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
72). '



Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

o0

gz ™ O

m.

C.

Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang

lain sebagai badan eksekutif dazrah.

Kepala Dacrah adalah Walikota Kupang.

Dewan Derwakilan Rakyat Daerah adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Kupang.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Kupang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat

Pegawai Negeri Sipil lertentu dilingkungan pemerintah daerah yang berwewenang

‘khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pengawas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Walikota Kupang untuk mengawasi

setiap Kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan. '

Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan

olch dokter hewan dan petugas kesehatan hewan yang ditujukan kepada pasien

untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan dan perawatan.

Temak adalah hewan vang dipelihara masyarakat dengan tujuan komersia!

mannun sebagai hewan peliharzan/kesayangarn.

Ratribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah retnbust atas jasa pelayanan yang

diberikan kepada pasien

Petugas vang berwenang adalah Dokter Hewan yang bertugas pada Dinas

Pertanian uniuk memeriksa, -mendiagnosa kesehatan ternak yang bersangkutan

atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan tersebut.
Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan comandiier, perseoran lainnya, badan usaha
milik Negara atau Dacrah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma. kongsi,
koperasi. duna pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosiai poiiuk. atau creanisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya
Obyek Rewibusi adalah  seriap orang/pribadi yang mendapat pelayanan diklinik
hewait dan diluar klinik

Subick Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang hewannya memanfaatkan
fasilitas pelayanan keschawan.

Waiib Retribusi adalzh orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
Perundang-undungen Retribusi  Dacrah diwajibkan untek melakukan pembayaran

Retnbust yany ierutang, lermasui pemungut atau pemotong Retribusi tertentu
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v,

w.

L

Z.

aa.

4acC

ad.

ac.

Masa Retribusi  adalah jangka waktu yang lamanya sana dengan 1 (satu) bulan

takwin atau jangka wakzu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali
bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim.

Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Retribusi , dalam Tahun Retribust , atau dalam bagian Tahun Retribusi
menurut ketentvan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Permnungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan Retricus: xepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi  diguniakan untuk melaperkan penghitungan dan / atau
nembayaran Retribusi, Objek Retribusi , dan / atau harta dan kewajiban, memurut
Ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adaiah surat yang oleh
Wajib Retribusi  digunakan untuk melakvkan pembayaran atau penyetoran Retribusi
vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi  Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retribusi vang menentukan besarnya jumlah pekok Retribusi .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besamnya jumlah pokok Retribusi
, jumlah kredit Retribusi , jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi , besarnya
sanksi administrasi, dan jumiah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKRDKBT , adalzh surat ketetapan Retribusi  yang menentukan tambahan atas
jumlah Retribusi yang telab ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah
Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Refribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih
besar daripada Retribusi yang terutangatau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya
dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit
Retribusi .

. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingket STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau
denda.

Surat Keputusan Pembgtulan adaiah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undngan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan
Retribusi Daerai

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap
pemotongan atau pemungutan olen pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi .

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi .

. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang melipati harta, kewajiban, modal,



penghasiian dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Denpan nama vetribusi Pelavanan Kesehatan HMewan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan kesehatan;

(2) Obyek retribus: adalah Pelayanan Keschatan Hewan yang disediakan/diberikan ole
Pemerintah Daerah berupa pelayanan di klinik hewan dan diluar klinik hewan;

(3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan
kesehatan hewan.

BAB it
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasai 3

(1) Retribusi Pelayanan Keschatan Hewan digolongkan sebagai retribusi lain-lain;
(2) Wilayah pemungutan retribusi difakukan di wilayah Kota Kupang.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelgyanan dan jumlah ternak serta
memperhatikan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan didasarkan
pada penyediaan sarana dan fasilitas, jasa medis dan pengganti obat-obatan dengan
memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Setiap orang atau Radan Hukum yang menggunskan Sarana dan Fasilitas, Jasa Medis dan
pengganti obat-obatan dikenakan retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di sebagai
.

verikut :




(1) Pemenksaan Kiinis per ekor :
1. Hewan Besar Rp. 2.500.-
2. Hewan Kecil Rp. 2.500,-
3. Unggas Rp. 1.000,-
4. Heiwan Kesayangan Rp. 10.000,-
(2) Pengobatan dan vaksinasi Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda) per ekor :
No. | Jenis obat o 1 Retribusi (Rp)
1. | Antibiotik ]
- diatas 3 bulan_ i [ Rp_ 15.000,-
- anak 0 - 3 bulan - | Rp_10.000,-
2. | Parasit darah K ]
- diatag 3 bulan | Rp  40.000,- |
| - anak 0 =3 bulan l Rp  15.000,-
3. | Obat cacing o
| - Diatas 2 bulan | Rp_ 5.000,-
! | - dlian U~ 5 Luigl o CRp 2000
4. | Vitamin - e |
|- Diatas3bulan [ Rp 7300~ |
|- oenakC-3bulan_ L Rp__ 5.000-_
5. Hormon - o |
- Diatas3bular 30.000,-
6. | Anasthesi B 1 -
. | - Diatas 3 bulan - | Rp _ 60.000,-
|- anak0—35bulan [_{R__{QQOO—:—
| 7. | Analgesik .
- . | - Diatas 3 bulan ) Rp  20.000,-
|- anakQ0-3bulan I Rp _10.000,-
8 [ Vaksinasi (SE Anfrax) | Rp__ 2000
( 13) Pengobatan dan vaksinasi Ternak Kecil (babi, kambing,domba) per ekor

[ Rp _ 10.000.-
_—
_iRp_5000-

- Diatas 3 buian
_-"f_:.lﬂak Q:— 3 bula.

5. Hormon
- Diatas 3 bulan

6. | Anasthesi
- Diatas 3 bulan
- anak 0 -3 bulan

Rp - 30.000.-
Rp_ 20.000.-

(o
o<




T - . N |
' L | - Dmtas 3 buldn L Rp_ O_u»\,() - | !
T R S TR "\‘ e i
[ -anak0-3bulan | {L 7.500,- __]
{fS Vaksinasi (SE, Anthrax) |
[ |- SE Anthrax TRp 1000- | .
[ [THogCholen [ Rp 5.000-

(4) Pengobatan dan vaksinasi Ternak Unggas per ekor

I—_E,_T Jenis O Obat

L ! Anubtouk o
i 2 j ‘v’[la"mn
.r—ﬁ—-f“““ o

L}_ 1L Vak smd,l T\D-‘W\"K)

e ——————

1 Retribusi

e

‘_,BR_,‘)'OOL):; .S

{
|
4
i

T

(5) Pengobatan dan vaksinasi Hewan Kesayangan (anjing, kucing, kelinci) per ekor:
I

No. | Jenis Obat Retribusi
1. | Antibiotik - Rp _ 10.000.- !
2. | Ektoparasit ~ 1 Rp__ 10/ N i
0 3. | Obat cacing o Rp
4. | Vitamin | Rp
5. | Vaksin - | Rp.  10.000,-
- Dosis tunggal Rp 100.000.-
i - Dosis Gabungan Rp 125.000.,
6. | Hormon Rp 15.000
7. | Anasthest Rp. 30.000
8 |Amalgesic | Rp._10000;
9. | Cairan Eletrolit ) Rp. 20.000.-
10. | Antihistamin o Rp. 1.000,-
11. | Antidotes o Rp.  2.500.-

(6) Pemeriksaan dan vaksinasi Pa tologi Anatomi/Otopsi/Nexropsi per ckor

[T Hewambesar ____ |Rp. 20000 |

2. | Hewan kecil | Rp. ~_!5_.0#00,-__#_1
o 3. | Unggas Rp. 5.000,-

4. | Hewan kesayangan Rp.  20.000.- i

(7) Kunjungan di luar kjinik hewan dikenakan biaya transportasi Rp. 5.000,-
Pasal 7

(1) Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud pada
Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk;

(2) Setiap pungutan Retribusi, dilakukan dengan mempergunakan tanda bukti pungutan
yang disediakan cleh Pemerintah Daerah |

(3) Hasil pungutan dimaksud di setor ke I\a“ Dzerah melalui Dinas Pendapatan
Daerah.

Pasal 8

(1) Pernbayaran retribust sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Dacrah im dibernikan
tanda bukti pembayaran:
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(2) Setian pembayaran dicaiat dalam buku penerimaar;
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan landa bukti pembayaran retribust ditetapkan
oleh Walikota.

BAB VI
MASA RETRIRUSL SAAT RETRIBUSH TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi Pelayanan Keschatan adalah saat penderita mengajukan permintaan
untuk memperoleh suatu benfuk pelayanan kesehatan sampai dengan selesainya
pelayanan kesehatan di instalasi Keschatan Hewan Dacrah.

Pasai 10

Saat Retibusi Terutang adalah bordasarkan jenis pelayanan kesehatan vang telah
diterima dan ditetapikan dengan perincian besarnya rerribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Surat Pemberitahuan Terutang adaiah suatu surat yang memuat perincian besarnya
retribusi serta jenis pelayavan kesehatan yang telah diterima.

BAB VIII
CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Penctapan retribusi berdasarkan pemberitahuan Retribusi Dacrah vang selanjutnya
disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD;

Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD secara jabatan;

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengun
Keputusan Walikota.

o~
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Pasa! 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14
(1) Pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,
SKRD jabatan dan SKRD tambahan:



a

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
atzu dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikerakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD; .

(4) Apabila bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) Pasal ini dikenakan sanksi 10 %
{(sepuluh persen) dari setoran Bruto.

Pasal 13

(1) Pembayaran retnbusi harus dilaksanakan secara tunai;

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mersberi jin kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan vang
dapat dipertanggungjawablan;

(3) Tata cara pembayararn retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
diterapkan oleh Walikota ;

(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk
menunda pCI’Iﬁ{‘.Z‘.‘j:TZI‘. retribuel f"‘“"r"A{ fhatac waltn vang ditentnkan r!Pngnn alacan
yang dapat dipertanggungjawabhan.

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini
diberikan Tanda Bukti Pemnbayaran:

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pene Hmaan,

(3) Bentuk, isi, kualitas ukwan buku dan tanda bukti pernbayaran retribusi ditciapkan
oleh Walikota.

BAB X
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 17

(1) Kepada instansi pemungut diberikan upah pungut S % (lima persen) dari setoran
Bruto;

(2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-
undangan ynag berlaku.

BAR XI
CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Penagihan retribusi dilakukan pada saat penderita keluar Instaiasi Kesehatan Hewan
Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan , SKRD Tambahan dan STRD.

Pasal 19
Rentuk-bentuk formulir  yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi

sebagaimana dimaksud Pasal 1§ Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan
Walikota.




BAB Xil
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 20

(1) Waiikota dapai memberikan pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Tata cara pernberian  pengurangan,  keringanan dan pembebasan retribusi
avat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan

schagaimana dimaksud pada
Wahketa.

BAR XIit
CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSTADMINISTRASI
Pasal 2!

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan penmohonan pembetulan SKRD dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undarigan retribusi;

(2) Wajib tetribusi .dapat mengajukan permononan, pepgurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terutang dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalahannya;

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan peagurangan atau pembatalan
ketelapan retribusi yang tidak oenar;

(4) Permohonan pembetulan sebagsimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan
ketctapan, penghapusan sanksi adminisirasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal i
dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Padal ini harus disampaikan secara
tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonannya;

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikcluarkan
oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan diterima;

(6} Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini
Walikota atau Pejabat vyang drunjuk tidak memberikan keputusan, maka
permohonain pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

(7) Waiikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib
pajak yang setia melalsanakan kewajibannya.

BAB X1V
KEBERATAN
Pasal 22

(1) Wajib retribusi clapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD;

(2) Permohonan keberafan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama
2 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran,

(4) Permohonan heDerai seodguiniang Ginansud pada ayal (1) aan AYal (2} Fasdl 10
harus diputuskan oleh Walikota atau Pcjubat vang ditunjuk dalam jangka waktu
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Serat Permohonan  mebeiatan

BAE XV
PENGEMBALIAN KELFEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertuhs kepada Walikota untuk
perhitungan pengembalian kelebihan retrnibusi;

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) pasal ini kelebihan
pembavaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang
retribusi dan atau sanksi adminisirasi berupa uang;

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas
kelebihan pembayaran iersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi
selanjutnya.

Pasal 24

Dalam hal kelebihan pembavaran retribusi yvang masih tersisa sctelah dailakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan
SKPDLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi:

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dikembaiikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 25

Pengernbahan  sebagaima dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Dacrah in
dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebthan retribusi;

Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini

5
i

diterbitkan bukti peraindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
GUGUR

Pasal 26

Hf!i; antuk mefakukan penagihan retribusi gugur setelah melampaul jangka waktu 3
{tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabiia Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah: )

Gu"gx]' penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini fertangguh
v:a

a. diterbitkan Surat teauran atau:
b. uda pengakuan hatang ratrib

fangsung

ssi dari waiib retribust baik langsung maupin tidek
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BAB XVII
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 27

Wajib retribusi tertentu sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa biaya
sebesar 2 % (dua persen) sctiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihian retribusi dacrah.

BAR XVIII
TUAN PENYIDIKAN

ETEN
Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terientu di Tingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewerang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah;

) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaar dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
mcnjadi lengkap dan jclas.

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi Daerah.

¢. meminia keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atan badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah. '

d. memerksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

¢ melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut.

 Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak: penvidik dapat melakukan penyitaan

tanpa izin lebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan

kepada Ketua Pengadifan Negen setempat.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

—~
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pidana di bidang retribusi Daerah.

h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.

i, memotret seseorany vang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah. )

j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.

k. menghentikan penyidikan.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi Daerah menurut hukurn yang dapat dipertanggungjawabkar.

m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRL

(3) Penyidikan sebagaimazna dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
UM,



BAB XIX
KETENTUANM PIDANA
Pasal 29

(1) Wajib retribugi- yang tudak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan
kenangan Daerah diancam pidara kurungan pating lama 6 {(enam) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jum!ah retribusi yang kurang;

(2) Tindax pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BARB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan  Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Xupang

Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK
Diunda,.giian di Kinane
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

LEMRBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 22
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